Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR N TAHUN 2013

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa pangan mecrupakan hak azasi manusia, oleh karenanya
menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghormati,
melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan
ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan
yang memadai;

bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting
dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas,
mandiri, dan scjahtera melalui perwujudan ketersediaan
pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam
serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh
daya beli masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurufl a, dan
hurulf b, perlu mencltapkan Peraturan  Dacrah tentang
Ketahanan Pangan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 21950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), scbagaimana tclah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

7  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

8  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan
Ketahanan Pangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah
Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4.Satuan Kerja...
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16.

17.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya
disingkat BKP3 adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Boyolali.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai
dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, den produktif secara
berkelanjutan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,
bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi
dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan
baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

Cadangan Pangan Dacrah Kabupaten adalah Cadangan Pangan Daerah,
merupakan persediaan pangan di daerah yang terdiri dari persediaan pangan
kabupaten dan persediaan pangan desa.

Lumbung Desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa
dan/atau masyarakat.

Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,

mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau
mengubah bentuk pangan.

Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam
rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk
menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan
pangan dengan memperoleh imbalan.

Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau scrangkaian kegiatan dalam
rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun
tidak.

Pengangkutan Pangan adalah sctiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam
rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara
atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau
perdagangan pangan.

Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi anecka ragam
pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan,
dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan
pangan.

Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam
kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan
tepat di luar prosedur biasa.

18. Terjangkau...
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Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan
mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat
dan produktif.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan wusaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak.

Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat,
protein, vitamin dan mineral oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali sesuai
dengan potensi dan kearifan lokal daerah.

Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat
dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan
pangan.

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau
metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara
alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan
ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Pangan Olahan Tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi

kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas
kesehatan kelompok tersebut.

Sistem Pangan adalah segala sesuatu yvang berhubungan dengan pengaturan,
pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi
pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan
siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas
dasar pesanan.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Persyaratan Keamanan Pangan adalah kriteriakan ketentuan-ketentuan lain
yvang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya
bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Sanitasi Pangan adalah upaya untuk penccgahan terhadap kemungkinan
bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan kriteria dalam
makanan, minuman, pecralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan
dan membahayakan manusia.

Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan keschatan yang harus
dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik
kriteria dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang
dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki
tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual
hingga semi otomatis.

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau
membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan
maupun tidak.

Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan
pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan,
makanan dan minuman.

34. Gizi Pangan...
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Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri
atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan
yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga
sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi vang menyatakan bahwa
pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan
yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di dacrah bertujuan untuk:

a.
b.

meningkatkan kemampuan memproduksi pangan sccara mandirti;
menyediakan pangan yang berancka ragam dan memenuhi persyaratan
keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;

mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan
harga yang wajar dan terjangkau sesuail dengan kebutuhan masyarakat;
mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama
masyarakat rawan pangan dan gizi;

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang
aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan/pembudi daya ikan, dan
pelaku usaha pangan; dan

melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.
b.

kelembagaan;

ketersediaan pangan;

cadangan pangan,

penganckaragaman pangan;

pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
keamanan pangan,

mutu dan gizi pangan;

pemasukan pangan ke dalam wilayah dacrah;
pengawasan dan pembinaan;

peran serta masyarakat; dan

k. pengembangan...
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pengembangan sumber daya manusia.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 4

Pemerintah Dacrah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketahanan
pangan di daerah.

Penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diwujudkan melalui penyediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
terkait yang dikoordinasikan oleh BKP3 dan dapat melibatkan unsur
masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelibatan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 5
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan
pengembangan produksi pangan lokal di daerah.
Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal,
Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokalnya.
Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi
pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara
berkelanjutan.
Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalul produksi pangan dalam
negeri dilakukan dengan:
a. mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya,
kelembagaan, dan budaya lokal;
b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi,
penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
d. membangun, merchabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi
pangan;
e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
f.  membangun kawasan sentra produksi pangan.

Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah untuk menetapkan
sentra Produksi Pangan Lokal.

Pasal 6...



Pasal 6
Sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
berasal dari produksi pangan di dacrah, cadangan pangan, dan pemasukan
pangan.
Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam
daerah.
Cadangan pangan daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan
pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan
cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap
memperhatikan kepentingan produksi daerah.
Pelaksanaan pemasukan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7
Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan
ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.
Untuk mewujudkan distribusi pangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh
wilayah secara efisien;
b. mengelola sistem distribusi  pangan vyang dapat mempertahankan
keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
c. menjamin keamanan distribusi pangan.

BAB V
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Cadangan Pangan Daerah

Pasal 8
Pemerintah Daerah mengelola cadangan pangan daerah yang diperoleh dari
cadangan pangan yang berasal dari dalam dan luar daerah.
Pengelolaan cadangan pangan daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. menginventarisasi cadangan pangan;
b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan

pangan.

Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari
penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampail dengan Pemerintah
Daerah.

Pasal 9...
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Pasal 9
Penyelenggaraan pengadaan pangan daerah scbagaimena dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf ¢, disesuaikan dengan rencana penggantian dan
penyegaran cadangan pangan, dilakukan dengan cara:
a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang
disalurkan;
d. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat.

Pengelolaan cadangan pangan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf ¢, dilakukan oleh BKP3.

Penyaluran cadangan pangan dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf ¢, dilakukan dengan:

a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga;
b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen; dan

c. memperioritaskan  keadaan dan  kondisi  tertentu yang  bersifat
mendesak /darurat.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Desa

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lumbung Desa sebagai wadah
cadangan pangan desa.

Paragrafl 1
Perencanaan

Pasal 11
Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan oleh pemerintah
desa melalui kegiatan:
a. Inventarisasi cadangan pangan;
b. penghitungan kebutuhan pangan;
c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
d. penganggaran.
Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap
3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan:

a.
b.

pada setiap desa;
berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan
kondisi wilayah masing-masing; dan/atau

memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai
pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi
dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Pasal 13...
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Pasal 13
(1) Penectapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
berdasarkan:
a. data jumlah penduduk;
b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 4 (empat) bulan,
c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan rnasyarakat desa;
d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
¢. bentuk atau jenis bahan pangan.
(2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢, dalam bentuk uang atau natura.

Pasal 14

Untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai
dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan, penggantian dan penyegaran
cadangan pangan berdasarkan kesepakatan warga/anggota masyarakat.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 15

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana
penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 yang dilakukan:

a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang
disalurkan;

b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau
desa-desa sekitarnya.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 16
Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, dilakukan:
a. minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pangan yang tersedia
dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di
tingkat masyarakat desa.

Pasal 17
Prioritas sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, meliputi:
a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
b. Lanjut Usia (Lansia); dan

c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial,
anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 18...
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Pasal 18

(1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Desa terlebih dahulu
melakukan pendataan.

(2) Data dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang antar satuan
organisasi pemerintahan.

Pasal 19

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak
harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati, melalui Camat dan
BKP3.

Paragraf 4
Pengelolaan

Pasal 20
(1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Lumbung
Pangan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
(2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel dan mandiri.

Pasal 21
(1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, Pemerintah Desa dapat menunjuk
anggota masyarakat setempat untuk:
a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa.
(2) Penunjukan anggota masyarakat sctempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan mempertimbangkan:
a. kemampuan; dan
b. pengalaman di bidang manajemen.
(3) Penunjukan anggota masyarakat sctempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Pemerintah Dacrah dan/atau Pemerintah Desa dapat menugaskan badan usaha
yang bergerak dibidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan
pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 23

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan scluas-luasnya dalam upaya
mewujudkan cadangan pangan masyarakat.

(2) Cadangan...
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Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyaraxat.

BAB VI
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 24
Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan
pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:
a. meningkatkan keanekaragaman pangan,
b.  mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;

c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam
pangan dengan prinsip gizi seimbang.

BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 25
Pencegahan masalah pangan disclenggarakan untuk menghindari terjadinya
masalah pangan.
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
b. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi
ketersediaan pangan; dan

c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Bagian Kedua
Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 26

Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi
terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan;

b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi
kekurangan;

c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah
tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan

d. melaksanakan...

/
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d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin,

BAB VIII
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Sanitasi

Pasal 27
Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada
rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh SKPD yang membidangi urusan keschatan yang meliputi antara lain:
a. sarana dan/atau prasarana;
b. penyelenggaraan kegiatan; dan
c. orang perseorangan.

Pasal 28

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan
dengan cara mencrapkan pedoman cara yang baik yang meliputi:

au,

b
C.
d

-

cara budidaya yvang baik;

cara produksi pangan scgar yang baik;
cara produksi pangan olahan yang baik;
cara distribusi pangan yang baik;

cara ritel pangan yang baik; dan

cara produksi pangan siap saji yang baik.

Pasal 29

Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan,

antara lain dengan cara:

a. mencegah penggunaan lahan berpotensi mengancam keamanan pangan,

b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman
yang mengancam keamanan pangan; dan

c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan
pangan scbagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan
penyakit, bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat
guna.

Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan,

perikanan, kehutanan dan/atau perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangan masing-masing.

Pasal 30...
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Pasal 30

Pedoman cara produksi pangan scgar yang baik scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek
keamanan pangan, antara lain dengan cara:

a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan
benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan
dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan
lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; atau

b.  mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam
keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar.

Pedoman cara produksi pangan segar yang baik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan,

perikanan, kehutanan dan/atau perkebunan scsuai dengan bidang tugas dan
kewenangan masing-masing.

Pasal 31

Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik secbagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 huruf c¢ adalah cara produksi yang memperhatikan aspek

keamanan pangan, antara lain dengan cara:

a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan
benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan
kesehatan;

b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta
mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan

c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan
bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau
pengangkutan.

Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik schagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh BKP3 dan SKPD yang membidangi urusan kesehatan

sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk pangan olahan tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan
pangan, antara lain dengan cara:

a. melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan
kerusakan pada pangan;

b.  mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan
khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara;
dan

c. mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali
pangan yang didistribusikan.

Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh BKP3 dan SKPD yang membidangi urusan keschatan sesuai

dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 33...



14 =

Pasal 33

(1) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf e adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara
lain dengan cara:

a. mengatur cara penempatan pangan dalam lemari gerai dan rak
penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;

b.  mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;

¢c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kedaluwarsanya; dan

d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang
berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara.

(2) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh SKPD yang membidangi wurusan perindustrian dan
perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Pedoman cara ritel pangan yang baik secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf [ adalah cara produksi yang memperhatikan aspek
keamanan pangan, antara lain dengan cara: :

a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan
benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;

b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta
mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan

c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan
bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan
pengangkutan serta cara penyajian.

(2) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan, SKPD
yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, dan/atau BKP3
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 35

SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing
menetapkan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk
diterapkan secara wajib.

Bagian Kedua
Bahan Tambahan Pangan
Pasal 36

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang
menggunakan bahan apapun scbagai bahan tambahan pangan yang
dinyatakan terlarang.

(2) Bahan yang dinyatakan terlarang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 37...
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Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan
tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan
pangan yang diizinkan.

Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan
penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang membidangi
urusan kesehatan.

Pasal 38
Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum
diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa
keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi
pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan dari SKPD yang
membidangi urusan kesehatan.

Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan
kesehatan.

Bagian Ketiga
Kemasan Pangan

Pasal 39

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang
menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan
terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran vang merugikan atau
membahayakan kesehatan manusia.

Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan
perdagangan dan/atau kesehatan.

Pasal 40

Sctiap orang yang memproduksi pangan untuk dicdarkan wajib menggunakan
bahan kemasan yang diizinkan.

Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan
perdagangan dan/atau urusan kesechatan.

Pasal 41

Bahan sclain yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2)
hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan pangan sctelah diperiksa
keamanannya dan mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi urusan
perindustrian dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan.

Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan Kepala SKPD' yang membidangi urusan perindustrian
dan perdagangan dan/atau urusan keschatan.

Pasal 42...
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Pasal 42

Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib
melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya
pencemaran terhadap pangan.

Tata cara pengemasan pangan sccara benar scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan
perdagangan dan/atau urusan kesehatan.

Pasal 43

Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas
kembali dan diperdagangkan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali
dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Setiap orang yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan sccara benar untuk menghindari
terjadinya pencemaran terhadap pangan.

Bagian Keempat
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 44

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung
jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan
yang diproduksi.

SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan
dan perkebunan, kesehatan, dan/atau perindustrian dan perdagangan wajib
menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem
Jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan
kebutuhan sistem pangan.

Pasal 45

SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kchutanan
dan perkebunan, dan/atau ketahanan pangan berwenang menetapkan jenis
pangan segar yang wajib diuji secara laboratoris.

Jenis pangan olahan sebelum diedarkan, wajib diuji secara laboratoris oleh
SKPD yang membidangi urusan keschatan.

Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud paca ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penetapan dan penerapan persyvaratan pengujian secara laboratoris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara bertahap
dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kelima...
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Bagian Kelima
Pangan Tercemar

Pasal 46

Setiap orang dilarang mengedarkan:

a.

pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat
merugikan atau membahayakan keschatan atau jiwa manusia;

pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal
yang ditetapkan;

pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan
atau proses produksi pangan;

pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau
mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari
bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
pangan yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 47

SKPD yang berwenang di bidang keschatan bertanggung jawab:

a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses
produksi pangan;

b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;

c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara,
metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi,
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan
yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan
kesehatan manusia;

d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi
peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian pangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar

ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan,

perikanan, dan perkebunan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan

ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan dan

ketahanan pangan dan perdagangan.

Pasal 48

Sctiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan
tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.

Unit pelayanan kesechatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera
melakukan tindakan pertolongan kepada korban.

Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, unit
pelayanan kesechatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang
dicurigai sebagai penycbab keracunan dan memberikan laporan kepada SKPD
yang membidangi urusan keschatan.

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang
berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium
terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.

(5) SKPD yang...
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(5) SKPD yang membidangi urusan keschatan yang menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap
laporan dan menectapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan
pangan.

(6) SKPD yang membidangi urusan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan
pangan.

Pasal 49

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KLB keracunan pangan patut
diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau penyidik lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pertolongan kepada korban,
pengambilan contoh spesimen dan pengujian spesimen serta pelaporan KLB
keracunan pangan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan
kesehatan.

(2) Tata cara pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan
penyebab keracunan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangl urusan
kesehatan.

BAB IX
MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Kesatu
Mutu Pangan

Pasal 51

SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan berwenang menetapkan Standar
Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 52

(1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat
diberlakukan seccara wajib dengan mempertimbangkan  keselamatan,
keamanan, kesechatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau
pertimbangan ckonomis.

(2) Pemberlakuan standar mutu pangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan
sesual dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap
standar mutu pangan yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 53...
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Pasal 53

(1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dinyatakan
melalui penerbitan Sertifikasi Mutu Pangan.

(2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan
difasilitasi oleh SKPD vyang membidangi urusan ketahanan pangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari
pengawasan pangan sebelum diedarkan.

Bagian Kedua
Gizi Pangan

Pasal 54

(1) SKPD yang membidangi urusan keschatan berwenang menetapkan standar
status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi
masyarakat.

(2) SKPD yang membidangi wurusan kesehatan, pertanian, perikanan,
perindustrian dan perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-
masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat
dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status
gizi.

Pasal 55

SKPD yang membidangi urusan keschatan berwenang menetapkan Angka
Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala.

Pasal 56

(1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat
perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau lortilikasi
gizi pangan tertentu yang diedarkan.

(2) SKPD yang membidangi urusan keschatan berwenang menetapkan jenis dan
jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis pangan yang dapat
ditingkatkan nilai gizinya melalui pengayaan dan/atau fortifikasi.

(3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau
difortifikasi untuk dicdarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara
pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki surat persetujuan
pendaftaran dari SKPD yang berwenang.

BAB X
PEMASUKAN PANGAN KE DALAM WILAYAH DAERAH

Pasal 37

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah dacrah untuk diedarkan wajib
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu
dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 58...
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Pasal 58

Terhadap pangan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah daerah untuk
diedarkan, SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan
masing-masing dapat menetapkan persyaratan bahwa:

a.

b

(2)

pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan,
mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang dari daerah asal;

pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 59

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah daerah untuk
diedarkan, bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke wilayah daerah untuk
diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 60

Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, sctiap pangan
yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan
sebelum diedarkan wajib memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga.

Setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki [zin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang
diterbitkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

Tatacara penerbitan Izin  Produksi Pangan Industri  Rumah Tangga
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki lzin Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yaitu pangan yang:

a.

b.

mempunyal masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar;
dan/atau

dimasukkan ke dalam wilayah daerah dalam jumlah kecil untuk keperluan:

1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;

2. penelitian; atau

3. konsumsi sendiri.

Pasal 62

SKPD sesual dengan tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan
terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.

(2) Dalam...
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Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), SKPD berwenang dapat:

a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau

b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) butir a.

Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b

adalah:

a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD
yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan,

peternakan, kehutanan dan perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangan masing-masing;

b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang
membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang
tugas dan kewenangan masing-masing; dan

c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji
disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang.

Pasal 63

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan
terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan secgar.
Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan

terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan
hasil industri rumah tangga.

Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Bupati berwenang:

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam keglatan atau
proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan
untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala
sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;

b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang
diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta
mengambil dan memeriksa contoh pangan;

c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;

d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat
keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip
keterangan tersebut; dan/atau

e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen
lain sejenis.

Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.

Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 64...
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Pasal 64
Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh SKPD yang
membidangi urusan pertanian, perikanan atau perkebunan sesuail bidang
tugas dan kewenangan masing-masing.
Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh SKPD yang
membidangi urusan perindustrian, pertanian, perikanan dan dinas kesehatan
sesual bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh
SKPD yang membidangi urusan keschatan.
Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga
pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65
Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam
mewujudkan ketahanan pangan.
Peran serta masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;,

b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Pasal 66
Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi
pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau
cara pemecahan mengenai hal di bidang pangan.
Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung
kepada SKPD yang membidangi urusan keschatan, pertanian, peternakan,
perikanan, perindustrian dan perdagangan, dan/atau ketahanan pangan
sesual dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
Tata cara penyampalan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 67
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan
sumber daya manusia dan kerjasama.
Pengembangan sumber daya manusia scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;
c. penyuluhan pangan.

Pasal 6&...
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Pasal 68
Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) meliputi bidang:
a. produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
b. cadangan pangan;
c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan/atau
d. riset dan teknologi pangan.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuail
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69
Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 terjadi pelanggaran Bupati berwenang mengambil tindakan administratif.
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peringatan secara tertulis;
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah
menarik produk pangan dari peredaran;
c. penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan
kesehatan dan jiwa manusia;
d. penghentian produksi untuk sementara waktu;dan/atau
c. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau
sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang
dilakukan.
Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan
pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang
bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 70

Penarikan dan/atau pemusnahan pangan schagaimana dimaksud dalam Pasal
69 avat (2) huruf ¢ dilaksanakan olech sctiap orang yang mem roduksi atau

® o ) ]
yang memasukkan pangan ke dalam wilayah dacrah dan dilaksanakan sesuai
dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.
Setia 1thak an terlibat dalam eredaran angan wajib membantu

pang y

pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Penarikan dan/atau pemusnahan pangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penarikan dan/atau
pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XV...

4



-24 -

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari  Peraturan Daerah ini, harus sudah
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan
Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Dacrah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2S Nopern ber 2013

JBUPATI BOYOLALL Q(
a——ge\w\ —

X7 SENO SAMODRO

Teian ditelitt
Rag Hk & HAIY
a_ ~
. . 5 Tat
Diundangkan di Boyolali bl V\/l é

pada tanggal 26 Ho pember 2013
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR .]]  TAHUN .2013

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

[. UMUM

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan
berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan
masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Pemerintah Daerah mempunyai
tanggung-jawab untuk menentukan kebijakan pangan di daerah dengan menetapkan
dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.
Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi lokal dengan
memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan
hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan
yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (i)
keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta
(iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif,
dan produktif.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah,
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pangan merupakan hak azasi
manusia, merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama
masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan dacrah harus bertumpu pada
sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari
sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka
mewujudkan ketahanan pangan, maka scluruh scktor harus berperan secara
aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah,
ketahanan pangan harus terwujud sampai pada pelosok desa. Ketahanan pangan
tercermin pada ketersediaan pangan sccara nyata, maka harus secara jelas dapat
diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus
berkembang dari waktu kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan
tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha
pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan
mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan
keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan
distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang
sistemnya melalui  pengelolaan  pada peningkatan keamanan terhadap
pendistribusian pangan. Cadangan Pangan Masyarakat diwujudkan dengan
cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah.
Cadangan pangan pemerintah daerah dibatasi pada pangan tertentu yang
bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daecrah mencadangkan semua
pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan Pangan Masyarakat terdiri dari
cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, yang perwujudannya
memerlukan inventarisasi  cadangan pangan, memperkirakan kekurangan
pangan dan kcadaaan darurat, schingga penyelenggaraan pengadaan dalam
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pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan Pangan
Masyarakat dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan
dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah
tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan
kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab
masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya
masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.
Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan
keanekaragaman pangannya, scjalan dengan teknologi pengolahan, yang
bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka
ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu
dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan
masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatil untuk menghindari
terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus
terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan
pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan
pangan.

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa  berwenang
melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing,
dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan
Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pemerintah Dacrah dan/atau Pemerintah
Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan
cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran,
meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah
tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan,
evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan
berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Dacrah. Atas dasar pemikiran
terscbut maka disusunlah Peraturan Dacrah tentang Cadangan Pangan
Masyarakat.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud unsur masyarakat adalah kelompok masyarakat
di daerah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan
ketahanan pangan seperti: Kelompok Tani, Lembaga Swadaya
Masyarakat, dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian di
bidang pangan
Ayat (4)

Cukup Jelas.



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Huruf a

Sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber

daya, kelembagaan dan budaya

lokal artinya suatu

sistem produksi pangan yang disclenggarakan dengan

mengoptimalkan
terorganisir

sumber daya
dalam suatu

alam yang ada,
lembaga

yang

serta  tetap

menghormati keberadaan budaya lokal.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud bencana dalam pasal

ini meliputi

bencana alam dan serangan (explosi).



Huruf e

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.



Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
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